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RINGKASAN 

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 
85/Pdt.P/2023/PA.Pn TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK 

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN 

Lyandra Fadila Okta Firmansyah Putra 

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 

Pada skrispi ini, penulis mengangkat judul Analisis Yuridis Penetapan 
Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt.p/2023/Pa.Pn Tentang Pertimbangan Hakim 
Menolak Dispensasi Kawin. Pilihan tema ini dilatar belakangi adanya kasus 
dispensasi nikah/kawin dibawah umur serta dengan keadaan hamil di luar nikah.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan 
masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
memutuskan penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.? 2. Apa akibat hukum yang 
ditimbulkan dari putusan hakim untuk menolak dispensai kawin dalam penetapan 
Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn ? Dan 3. Apakah alasan hakim menolak permohonan 
dispensasi kawin sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum 
perdata Islam?  

Penelitian ini menggunakan jenis penilitian yuridis-normatif atau jenis 
penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, 
pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Adapun sumber 
bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 
tersebut kemudian dikumpulkan melalui cara inventarisasi dan klasifikasi untuk 
kemudian dianalisis secara deskriptif dan prekriftif.  

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pertimbangan hakim 
dalam memutuskan dispensasi nikah/kawin memiliki berbagai pertimbangan agar 
supaya tidak terjadi polemik. Terdapat juga akibat hukum yang ditimbulkan dari 
putusan hakim dalam penetapan pengadilan agama mengenai dispensasi 
nikah/kawin serta terdapat prinsip-prinsip agar hakim bisa mempertimbangkan 
untuk menolak atau menerimanya dispensasi nikah/kawin. 

Kata Kunci: Dispensasi nikah/kawin, Haki
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SUMMARY 
 

JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE AGENCY'S DECISION NUMBER 

85/Pdt.P/2023/PA.Pn ABOUT THE JUDGE'S CONSIDERATION OF 

REJECTING THE COURT'S REFUSAL OF DISPENSATION OF MARRIAGE 

Lyandra Fadila Okta Firmansyah Putra 

Faculty of Law, Islamic University of Malang 

 

In this thesis, the author raises the title Juridical Analysis of the Determination 

of the Religious Court Number 85/Pdt.p/2023/Pa.Pn Regarding the Consideration 

of Judges Refusing Marriage Dispensation. The choice of this theme is motivated 

by the case of dispensation of underage marriage/marriage and the situation of 

pregnancy outside of marriage.  

Based on the background of the problem, the author raises the following 

problem formulations: 1. What are the legal considerations of the judge in deciding 

the determination Number 85/Pdt.P/2023/PA.Pn? 2. What are the legal 

consequences arising from the judge's decision to refuse marriage dispensation in 

determination Number 85/Pdt.p/2023/PA.Pn? And 3. Is the judge's reason for 

rejecting the application for marriage dispensation in accordance with the 

principles of marriage according to Islamic civil law?  

This research uses juridical-normative research or doctrinal research. The 

approaches used are concept approach, legislation approach, case approach. The 

sources of legal materials consist of 3 sources of legal materials which include 

primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The 

legal material is then collected through inventory and classification and then 

analyzed descriptively and prekriftif. 

The results obtained show that the consideration of judges in deciding 

marriage dispensation has various considerations so that polemics do not occur. 

There are also legal consequences arising from judges' decisions in religious court 

decisions regarding marriage dispensation and there are principles so that judges 

can consider refusing or accepting marriage dispensation. 

Keywords : Dispensation of marriage, Judge 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang.                                                                                                                             

Pada dasarnya, manusila adalah makhluk solsilal yang hildup belrsama seljak 

pelradaban pelrtama muncul. Naluril belrtahan hildup melndolrolng manusila untuk 

belradaptasil dan bellajar daril kolndilsil lilngkungan. Untuk melmpelrtahankan 

elksilstelnsil atau melnilngkatkan kualiltas hildup, manusila tildak dapat hildup selndilril. 

Manusila melmbutuhkan pelmelnuhan kelbutuhan yang telpat dapat hildup selbagail 

manusila bailk selcara ilndilvildu atau kellolmpolk/selbagailan daril masyarakat.  

Manusila akan sellalu telrmoltilvasil untuk melmelnuhil kelbutuhan hildupnya dan 

kelbutuhan-kelbutuhan ilnil melmillilkil tilngkatan (hilrarkil), yang telrdilril daril lilma 

jelnils, yailtu:1 

a. Thel physilollolgilcal nelelds (kelbutuhan filsilollolgils), jelnils kelbutuhan ilnil 

belrhubungan delngan pelmelnuhan kelbutuhan dasar selmua manusila, 

selpelrtil: makan, milnum, melnghilrup udara, ilstilrahat, melnghilndaril rasa 

sakilt, selks, dan lailn-lailn.  

b. Thel safelty nelelds (kelbutuhan rasa aman), jelnils kelbutuhan ilnil akan 

muncul jilka kelbutuhan filsilollolgils tellah telrpelnuhil selcara layak, dan 

yang telrmasuk kelbutuhan jelnils ilnil, yailtu: kelbutuhan telrhadap 

pelrlilndungan, kelamanan, keltelrtilban, hukum, stabilliltas, dan lailn-lailn. 

Kelbutuhan ilnil melnjadil kelbutuhan yang sellalu melnilngkat dan jilka 

tildak telrpelnuhil, maka akan tilmbul rasa celmas atau rasa takut yang 

dapat melnghambat pelmelnuhan kelbutuhan lailnnya.  

                                                           

1 Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan 
Pancasila,” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (8 Maret 2013): hal. 2, 
https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027. 
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c. Thel bellolngilngnelss and lolvel nelelds (kelbutuhan akan rasa melmillilkil dan 

kasilh sayang), jelnils kelbutuhan ilnil muncul jilka keldua jelnils kelbutuhan 

dil atas telrpelnuhil. Kelbutuhan ilnil telrlilhat keltilka selselolrang belrusaha 

untuk melncaril dan melndapatkan telman, kelkasilh, kelturunan (anak), 

bahkan kelilngilnan untuk melnjadil bagilan daril suatu kolmuniltas 

telrtelntu.  

d. Thel elstelelm nelelds (kelbutuhan akan harga dilril), yang dilbeldakan 

melnjadil dua jelnils, yailtu: lolwelr olnel, kelbutuhan yang belrkailtan 

delngan status, atelnsil, dan relputasil, selrta hilghelr olnel kelbutuhan yang 

belrkailtan delngan kelpelrcayaan dilril, kolmpeltelnsil, prelstasil, 

kelmandilrilan, dan kelbelbasan.  

e. Thel neleld folr sellf-actualilzatiloln (kelbutuhan telrhadap aktualilsasil dilril), 

jelnils kelbutuhan ilnil belrkailtan elrat delngan kelilngilnan untuk 

melwujudkan dan melngelmbangkan poltelnsil dilril. Kelprilbadilan dapat 

melncapail pelrilngkat telratas jilka kelbutuhan-kelbutuhan prilmelr ilnil 

banyak melngalamil ilntelraksil satu delngan yang lailn, dan delngan 

aktualilsasil dilril selselolrang akan dapat melmanfaatkan faktolr 

poltelnsilalnya selcara selmpurna. 

 

           Daril kalilmat yang selbellumnya salah satu kelbutuhan dasar manusila adalah 

melngelnail belrelprolduksil yang melrupakan kelbutuhan filsilollolgils (thel physilollolgilcal 

nelelds). Kelbutuhan belrelprolduksil yang dilkelnal delngan pelrkawilnan (pelrnilkahan), 

delngan mellaluil pelrkawilan olrang akan melndapat kelturunan, maka pelrkawilnan 
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juga dalam kelbutuhan akan rasa melmillilkil dan kasilh sayang (thel bellolngilngnelss 

and lolvel nelelds)2. 

           Pelrkawilnan adalah melrupakan ilkatan lahilr batiln antara selolrang prila 

delngan selolrang wanilta selbagail suamil ilstril delngan tujuan melmbelntuk rumah 

tangga yang bahagila dan kelkal belrdasarkan Keltuhanan Yang Maha E lsa. Melnurut  

pasal 1 undang-undang Relpublilk Ilndolnelsila Nol. 16 tahun 2019 pelrubahan atas 

undang undang Nol. 1 tahun 1974 pelrkawilnan adalah Pelrkawilnan ilalah ilkatan lahilr 

bathiln antara selolrang prila delngan selolrang wanilta selbagail suamil ilstelril delngan 

tujuan melmbelntuk kelluarga (rumah tangga) yang bahagila dan kelkal belrdasarkan 

Keltuhanan Yang Mahaelsa3. Delngan delmilkilan bahwa pelrkawilnan melmbutuhkan  

kelsilapan melntal, filsilk, filnansilal dan prilsnsilp yang kuat untuk melmpelrtahankan 

rumah tangga, ollelh karelna iltu dilbutuhkan kelmatangan jilwa dan raga  untuk 

melncapail kelsilapan.  

           Kelmatangan yang dilmaksud melrujuk kelpada umur selselolrang untuk silap 

mellangsungkan pelrnilkahan/pelrkawilan, delngan adanya kelmatangan umur 

melnjadil pelntilng karelna kelmatangan umur juga ildelntilk delngan kelmatangan 

bilollolgils ataupun kelmatangan selcara psilkollolgils. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nol. 16 Tahun 2019 telntang pelrubahan atas Undang-undang Pelrkawilnan 

Nol. 1 Tahun 1974 diljellaskan bahwa pelrkawilnan hanya dililzilnkan prila dan Wanilta 

melncapail umur 19 (Selmbillan bellas) tahun. Pada pasal 2 sampail 4 sellanjutnya 

dilselbutkan bahwa pelngadillan dapat melmbelrilkan dilspelnsasil masalah pelrkawilnan. 

          Dalam hal ilnil, pelnulils akan melmbuat pelnelliltilan telrkailt upaya pelrmolholnan 

pelngajuan dilspelnsasil, selbagailmana yang tellah dilselbutkan dildalam pasal 7 ayat 

                                                           

2 Ibid., hal. 3. 
3 UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 . 
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(2) Undang-Undang Nolmolr 16 tahun 2019 pelrubahan atas Undang-Undang Nolmolr 

1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawilnan, yang belrbunyil “Dalam hal telrjadil 

pelnyilmpangan telrhadap keltelntuan umur selbagailmana dilmaksud pada ayat (1), 

olrang tua pilhak prila dan/atau olrang tua pilhak wanilta dapat melmilnta dilspelnsasil 

kelpada Pelngadillan delngan alasan sangat melndelsak dilselrtail buktil-buktil 

pelndukung yang cukup.”, delngan mellakukan studil Pelneltapan Pelngadillan agama 

Pailnan Nolmolr 85/Pdt.p/2023/PA.Pn. Delngan duduk pelrkara selbagail belrilkut : 

      Pelmolholn adalah Ayah daril anak para pelmolholn, lahilr tanggal 23 Marelt 2005 

(umur 18 tahun 3 bulan) pada saat pelngajuan pelrmolholnan ilnil, belragama Ilslam, 

pelrkelrjaan bellum belkelrja, alamat dil Kabupateln pelsilsilr sellatan, Prolvilnsil Sumatra 

Barat; delngan CALOlN SUAMIl, umur 24 tahun, agama Ilslam, pelkelrjaan Nellayan, 

alamat dil Kabupateln Pelsilsilr Sellatan, Prolvilnsil Sumtelra Barat  yang akan 

dillaksanakan dan dilcatatkan dilhadapan Peljabat Pelncatat Nilkah Kantolr Urusan 

Agama Kelcamatan Lilnggol Saril Bagantil, Kabupateln Pelsilsilr Sellatan. namun pelgawail 

telrselbut melnollak untuk melncatat pelrilstilwa pelrkawilnan iltu selbagailmana surat 

pelmbelriltahuan kelkurangan syarat/pelnollakan pelrkawilnan Nolmolr B-

217/Kua.03.1.8/Pw.01/6/2023 telrtanggal 22 Junil 2023 delngan alasan pelrnilkahan 

dapat dillaksanakan delngan mellelngkapil pelrsyaratan surat putusan/pelneltapan 

dilspelnsasil kawiln daril pelngadillan agama pailnan dilkarelnakan umur caloln ilstril 

(ANAK PARA PElMOlHOlN) dil bawah 19 tahun. Bahwa syarat-syarat untuk 

mellaksanakan pelrkawilnan telrselbut bailk melnurut keltelntuan hukum Ilslam maupun 

pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku tellah telrpelnuhil, kelcualil syarat usila 

bagil anak Pelmolholn, bellum melncapail umur 19 (selmbillan Bellas) tahun. Alasan 

yang dilajukan dilkarelnakan adalah karelna anak Pelmolholn Il dan Pelmolholn IlIl tellah 

belrhelntil selkollah dan tellah melmillilkil hubungan delkat (belrpacaran) delngan CALOlN 
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SUAMIl kurang lelbilh 3 (tilga) tahun dan kelmudilan melrelka selpakat melmutuskan 

untuk mellaksanakan pelrnilkahan selhilngga mellilhat pelrgaulan melrelka apabilla dil 

larang Pelmolholn Il dan Pelmolholn IlIl melrasa khawatilr akan telrjadil pelrbuatan yang 

mellanggar nolrma agama dan adat apabilla tildak selgelra dil nilkahan. 

          Seltellah prolsels pelrsildangan belrlangsung, Pelngadillan Agama Pailnan tellah 

melmbelrilkan pelneltapannya yang ilsilnya selbagail belrilkut :  

1. Melnollak pelrmolholnan para pelmolholn 

2. Melmbelankan Kelpada para pelmolholn Untuk melmbayar 

Bilaya Pelrkara seljumlah Rp. 120.000,00 (selratus dua puluh 

rilbu rupilah) 

          Delngan diltollaknya pelrmolholnan dalam pelneltapan nolmolr 

85/Pdt.P/2023/PA.Pn, majellils hakilm melmutuskan melnollak pelrmolhan untuk 

dilspelnsail kawiln/nilkah yang dilajukan ollelh para pelmolholn karelna banyak 

pelrtilmbangan yang melmutuskan hakilm untuk melnollak pelrmolholnan daril para 

pelmolholn. Delngan ilnil apa yang melnjadil dasar selrta akilbat hukum yang 

diltilmbulkan, maka daril iltu pelnulils telrtarilk untuk mellakukan kajilan telrhadap 

putusan, dan melngajukan skrilpsil yang belrjudul “ANALISIS YURIDIS 

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn 

TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN 

DISPENSASI KAWIN” 

B. Rumusan Masalah 

 Belrdasarkan latar bellakang yang saya urailkan, maka rumusan masalah 

dalam pelnelliltilan ilnil adalah selbagail belrilkut: 

1. Bagailmana pelrtilmbangan hukum ollelh hakilm dalam melnollak dilspelnsasil 

pada pelneltapan Nolmolr 85/Pdt.P/2023/PA.Pn ?. 
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2. Apa akilbat hukum yang diltilmbulkan daril putsan hakilm untuk melnollak 

dilspelnsasil kawiln dalam pelneltapan Nolmolr 85/Pdt.p/2023/PA.Pn ?. 

3. Apakah alasan hakilm melnollak pelrmolholnan dilspelnsasil kawiln selsuail 

delngan prilnsilp-prilnsilp pelrkawilnan melnurut hukum pelrdata Ilslam. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan daril pelnelliltilan ilnil adalah selbagail belrilkut : 

1. Untuk melngeltahuil pelrtilmbangan hukum hakilm dalam melmutuskan 

pelneltapan nolmolr 85/Pdt.P/2023/PA.Pn melngelnail hakilm melnollak 

dilspelnsasil kawiln. 

2. Untuk melngeltahuil akilbat hukum diltilmbulkan daril putusan hakilm yang 

melmutuskan melnollak dilspelnsasil kawiln/nilkah.  

3. Untuk melngeltahuil apakah hakilm dalam melmutuskan untuk melnollak 

dilspelnsasil kawiln selsuail delngan prilnsilp-prilnsilp pelrkawilnan melnurut 

hukum pelrdata Ilslam. 

D. Manfaat Penelitian 

Belrdasarkan urailan tujuan pelnelliltilan dilatas, maka pelnulils belrharap 

pelnelliltilan ilnil dapat melmbelrilkan manfaat selbagail belrilkut : 

1. Manfaat Teoritis 

1.    Pelnelliltilan ilnil dilharapkan dapat belrkolntrilbusil pada kelmajuan dalam   

bildang illmu hukum delngan usaha melncapail selbuah kelpastilan hukum 

bagil caloln suamil ilstril yang akan mellakukan dilspelnsasil nilkah atau kawiln 

delngan pelrmasalahan melngelnail dilbawah umur dan hamill dilluar nilkah, 

yang selsuail delngan keltelntuan hukum yang belrlaku dalam kolntelks 

pelraturan pelrundang-undangan. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Untuk Masyarakat 

2. Delngan hasill pelnelliltilan ilnil, dilharapkan dapat melnyeldilakan sumbelr 

ilnfolrmasil bagil belrbagail banyak pilhak, telrutama masyarakat umum yang 

ilngiln mellangsungkan pelrnilkahan atau tildak untuk diljadilkan pandangan 

selrta ilnfolrmasil melngelnail dilspelnsasil kawiln atau nilkah 

b. Untuk Akadelmilsil 

3.  Dilharapkan hasill pelnelliltilan ilnil dapat melmbelrilkan kolntrilbusil dalam ranah 

akadelmilk, khususnya dalam pelrkelmbangan illmu hukum telrutama dalam 

pellaksanaan pelrkawilnan atau pelrnilkahan. Sellailn iltu, dilharapkan juga bilsa 

melnjadil relfelrelnsil yang belrharga bagil pelnelliltilan-pelnelliltilan melndatang, 

telrutama melngelnail dilspelnsasil kawiln atau nilkah yang melmillilkil 

pelrmasalahan dilajukan ollelh para pelmolholn untuk mellangsungkan 

pelrnilkahan atau pelrkawilnan. Pelnelliltilan ilnil dilharapkan dapat melnjadil 

bahan dilskusil yang belrmanfaat dil lelmbaga-lelmbaga akadelmilk selpelrtil 

pelrguruan tilnggil, dan melndolrolng mahasilswa untuk melngelmbangkan 

pelmilkilran lelbilh kriltils dalam tolpilk ilnil.  

c. Untuk Pelmolholn 

4. Dilharapkan delngan pelnelliltilan yang dillakukan dapat melnjadil acuan dalam 

mellalukan pelrmolholnan dilspelnsail kawiln, agar supaya para pelmolholn 

untuk melmahamil apa saja yang dapat dilkabulkan ataupun tildaknya 

pelrmolholnan dilspelnsasil nilkah selsuail pelraturan pelrundang-undangan dan 

prilnsilp-prilnsilp hukum yang belrlaku saat ilnil. 

E. Orisinalitas Penelitan 

Pelnelliltilan ilnil melmaparkan pelrbeldaan dan pelrsamaan bildang pelnelliltilan        

antara pelnelliltil delngan pelnelliltil telrdahulu. Tujuannya adalah untuk melnghilndaril 
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pelnelliltilan belrulang melngelnail hal yang sama. Delngan belgiltu, kilta akan tahu apa 

pelrbeldaan pelnelliltilan pelnelliltil delngan pelnelliltilan selbellumnya, dan apa 

pelrsamaannya. Pelnulils akan melngangkat tolpilk telrkailt dilspelnsasil kawiln, antara 

lailn: 

5. N0. 6. PENULIS 7. JUDUL 

8. 1. 9. Nilkmah Filtrila 

10. Skrilpsil 

11. IlNSTIlTUT AGAMA 

IlSLAM NElGElRIl 

(IlAIlN) MElTROl 

PElRKAWIlNAN DIl BAWAH 
UMUR DALAM PElRSPElKTIlF 
HUKUM PElRKAWIlNAN DIl 

IlNDOlNE lSIlA (Studil Kasus Dil 
Delsa Rama Oleltama, Kelc. 

Selputilh Raman, Kab. 
Lampung Telngah) 

12. RUMUSAN MASALAH 

13. 1.  14. Bagailmana pelrkawilnan dil bawah umur dil Delsa 

Rama Oleltama Kelcamatan Selputilh Raman 

Kabupateln Lampung Telngah dalam pelrspelktilf 

hukum pelrkawilnan dil Ilndolnelsila? 

15. HASIL PENELITIAN 

16. 1. 17. Pelmahaman masyarakat Delsa Rama Oleltama Kelc. 

Selputilh Raman, Kab. Lampung Telngah melngelnail 

pelrkawilnan dil bawah umur masilh kurang, karelna 

melrelka belranggapan pelrkawilnan dil bawah umur 

19 tahun bagil lakil-lakil dan 16 tahun bagil wanilta 

dilpelrbollelh mellasanakan pelrkawilnan. Belrbelda 

delngan pelraturan yang ada dalam Undang-undang 

Nol. 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawilnan Pasal 7 
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ayat (1) yang belrbunyil, “Pelrkawilnan hanya 

dililzilnkan jilka pilhak prila sudah melncapail umur 19 

tahun dan pilhak wanilta sudah melncapail umur 16 

tahun”. Jadil apabilla mellanggar keltelntuan telrselbut 

pelrkawilnannya sah melnurut agama teltapil tildak 

telrcatat dil nelgara, karelna tildak melmelnuhil 

pelrsyaratan yang tellah diltelntukan dalam 

pelrundang-undangan yang belrlaku. Seldangkan 

Pasal 7 ayat (2) yang belrbunyil, “Dalam hal 

pelnyilmpangan dalam ayat (1) pasal ilnil dapat 

dilmilnta dilspelnsasil kelpada Pelngadillan atau peljabat 

lailn yang dilmilnta ollelh keldua olrang tua pilhak prila 

atau pilhak wanilta”. Jadil, apabilla pelrkawilnan dil 

bawah umur telrlaksana dan melmilnta surat 

dilspelnsasil kel Pelngadillan pelrkawilnan telrselbut sah 

melnurut agama dan nelgara. 

 

PERSAMAAN 

18. Melmbahas melngelnail 

pelrkawilnan. 

19.  

20. PERBEDAAN 

Dalam pelmbahasan telrselbut hanya 
melmrujuk kelpada kolndilsil pada suatu 
kelbilasaan dilwillayah telrselbut 

21.  

22. KONTRIBUSI 

Kolntrilbusil pelnelliltilan ilnil akan belrguna 
selbagail bahan relfelrelnsil hukum bagil 
pelnelliltilan selrupa saat ilnil dan dil masa 
yang akan datang. 

23.  

24.  
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25. N0. 26. PENULIS 27. JUDUL 

28. 2. 29.  

30. VANNYA 

AKBAR 

MAYFARIlOl 

31. SKRIlPSIl 

32. FAKULTAS 

HUKUM 

UNIlVE lRSIlTAS 

SRIlWIlJAYA 

33. ANALIlSIlS PElRMOlHOlNAN 

DIlSPElNSASIl 

PElRKAWIlNAN YANG 

DIlTOlLAK OlLElH 

PElNGADIlLAN AGAMA 

(Studil Pelneltapan 

Pelngadillan Agama 

Siltubolndol Nolmolr 

0058/Pdt.P/2015/PA.Silt) 

34. RUMUSAN MASALAH 

35. 1.  36. Bagailmana Prolsels Pelngajuan Pelrmolholnan 

Dilspelnsasil Nilkah Dil Pelngadillan Agama 

Watampolnel Kellas IlA ? 

37. 2. 38. Bagailmana Pelrtilmbangan Hakilm Dalam 

Melmbelrilkan Putusan Pelnollakan Pelrmolholnan 

Dilspelnsasil Nilkah Dil Pelngadillan Agama 

Watampolnel Kellas IlA ? 

39. HASIL PENELITIAN 

40. 1. Dalam melnollak melngabulkan pelrmolholnan Dilspelnsasil 
Nilkah sudah selsuail, karelna apabilla dilkabulkan maka lelbilh 
melmungkilnkan banyak mudharatnya darilpada maslahatnya 
karelna anak telrselbut masilh sangat muda. Dilspelnsasil Nilkah 
melmillilkil belbelrapa dampak nelgatilf yang akan diltilmbulkan, 
Pelrtama suamil ilstelril yang melnilkah dilbawah umur selpelrtil 
kasus-kasus yang banyak telrjadil selbellumya amat sangat 
rawan akan telrjadilnya pelrcelrailan, selbellum melnilkah caloln 
suamil ilstelril harus melmillilkil kelsilapan melntal bailk daril silsil 
lahilr maupun batiln. Keldua, daril silsil kelselhatan relprolduksil 
rawan telrjadilnya kelmatilan ilbu dan anak karelna pelrelmpuan 
yang masilh dilbawah umur 21 tahun rahilmnya bellum silap 
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untuk melngandung dan mellahilrkan. Keltilga, akan muncul 
kelmilskilnan karelna bilasanya pelrnilkahan dilbawah umur 
selcara elkolnolmil melrelka bellum silap belkelrja. Daril belbelrapa 
dampak nelgatilf telrselbut telrnyata Hakilm dil Pelngadillan 
Agama Watampolnel melnjadilkannya selbagail pelrtilmbangan 
dalam melneltapkan selbuah pelrmolholnan Dilspelnsasil Nilkah 
karelna Hakilm belrpelndapat bahwa melnghilndaril 
kelmudharatan yang lelbilh belsar harus dildahulukan darilpada 
melnarilk kelmaslahatan. 

41. 2. Pelnulils melrasa Hakilm dil Pelngadillan Agama Watampolne l 
dalam melnollak melngabulkan pelrmolholnan Dilspelnsasil 
Nilkah sudah selsuail pelraturan pelrundang-undangan yang 
belrlaku akan teltapil pelnulils tildak selutuhnya selpelndapat 
apabilla pelrmolholnan pada pelrkara dilatas diltollak untuk 
dilkabulkan karelna seltellah mellilhat pelrnyataan daril 
Pelmolholn bahwa anak Pelmolholn telrselbut tellah melnjaliln 
hubungan asmara, selrilng belrsama, dan selrilng dildapat 
barilng belrsama dalam satu kamar selhilngga melnilmbulkan 
kelrelsahan dilmasyarakat dan melmbuat malu kelluarga. 
Dalam hal ilnil Hakilm selharusnya melngabulkan pelrmolholnan 
telrselbut, karelna seltellah diltollaknya pelrmolholnannya iltu 
diltakutkan anak telrselbut mellakukan hal-hal yang 
belrtelntangan delngan hukum dan agama. Jadil pelnulils 
melnganggap selharusnya pelrmolholnan Pelmolholn 
helndaknya dilkabulkan ollelh Hakilm karelna melnghilndaril 
kelmudharatan yang lelbilh belsar harus dildahulukan darilpada 
melnarilk kelmaslahatan 

 

PERSAMAAN 

Melmbahas telntang melnganalilsils 
putusan melngelnail dilspelnsasil 
kawiln/nilkah 

42.  

43. PERBEDAAN 

Dalam pelmbahasan skrilpsil telrselbut, 
pelrbeldaan telrleltak pada putusan dan 
selrta pelrbeldaan pelndapat antar pelnulils  

44.  

45. KONTRIBUSI 

Kolntrilbusil pelnelliltilan ilnil akan belrguna 
selbagail bahan relfelrelnsil hukum dan 
melnyampailkan gagasan atau lelgal 
olpilniloln (olpilnil hukum). 

 

46. Seldangkan pelnelliltilan ilnil adalah 

47.  

No. PENULIS JUDUL 
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48. 1.  49. LYANDRA 

FADIlLA 

OlKTA 

FIlRMANSYAH 

PUTRA 

50. SKRIlPSIl 

51. (Unilvelrsiltas 

Ilsalam 

Malang) 

ANALIlSIlS YURIlDIlS PElNE lTAPAN 

NOlMOlR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn 

TElNTANG PElRTIlMBANGAN HAKIlM 

MElNOlLAK PERMOHONAN 

DIlSPElNSASIl KAWIlN 

52.  

53. RUMUSAN MASALAH 

54. 1. Bagailmana pelrtilmbangan hukum hakilm dalam melmutuskan 
pelneltapan Nolmolr 85/Pdt.P/2023/PA.Pn ? 

55. 2. Apa akilbat hukum yang diltilmbulkan daril putusan hakilm 
untuk melnollak dilspelnsasil kawiln dalam pelneltapan Nolmolr 
85/Pdt.p/2023/PA.Pn ? 

56. 3.  Apakah alasan hakilm melnollak pelrmolholnan dilspelnsasil kawiln 
selsuail delngan prilnsilp-prilnsilp pelrkawilnan melnurut hukum 
pelrdata Ilslam? 

57. NILAI KEBARUAN 

58. 1. Untuk melmahamil dan melngeltahuil pelrtilmbangan hukum 
hakilm dalam melmutuskan pelneltapan.  

59. 2. 60. Untuk melngeltahuil apa saja dasar selrta akilbat 

hukum seltellah hakilm melmutuskan pelnollakan 

telrhadap pelneltapan Nol. 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Belrdasrkan pelrmasalahn pelrmasalahan yang diltelliltil ollelh pelnulils, pelnulils 

melnggunakan pelnelliltilan hukum Yurildils Nolrmatilf, dan meltoldel yang akan pelnulils 
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ambill adalah pelnelliltilan hukum nolrmatilf, yailtu delngan mellilhat bahan-bahan 

pustaka yang melndukung pelnelliltilan ilnil. Pelnelliltilan hukum nolrmatilf atau dolktrilnal 

dilselbut juga selbagail pelnelliltilan pelrpustakaan atau studil dolkumeln (lilbrary 

relselarch) karelna pelnelliltilan ilnil dillakukan atau diltujukan hanya pada pelraturan-

pelraturan yang telrtulils atau bahan-bahan hukum yang lailn.4  Pelndelkatan kualiltatilf 

akan dilgunakan ollelh pelnulils agar melndapatkan data delskrilptilf selrta belrtujuan 

melmahamil geljala yang diltelliltil. Jelnils pelnelliltilan yang dilselbut pelnelliltilan delskrilptilf 

belrtujuan untuk melmbelrilkan pelnjellasan melngelnail pelrmasalahan masyarakat ada 

kailtannya delngan pelrmasalahan hukum yang akan dilbahas dan diltelliltil. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Untuk melndukung pelnulilsan pelnelliltilan maka pelndelkatan Pelrundang - 

undangan (Statutel Approlach) akan dilpillilh untuk melnellaah pelrmasalah yang 

telrjadil selrta relgulasil yang belrsangkutan delngan ilsu pelnelliltilan hukum. Mellaluil 

pelndelkatan pelrundang-undangan belrtujuan melncaril pelluang bagil pelnelliltil dalam 

melmpellajaril dan melnyelsuailkan antara suatu undang-undang delngan undang-

undang lailn atau delngan Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublilk Ilndolnelsila 1945, 

selrta  melnghasillkan suatu argumelnt untuk melmelcahkan ilsu dan pelrmasalahan  

yang dilhadapil.5 

Pelndelkatan kolnselptual (Colnselptual Approlach) dillakukan delngan belranjak daril 

pandangan-pandangan dan dolktriln-dolktriln yang belrkelmbang dil dalam illmu 

hukum, delngan melmpellajaril pandangan-pandangan dan dolktriln-dolktrilan dil dalam 

illmu hukum telrselbut, pelnelliltil akan melnelmukan ildel-ildel yang mellahilrkan asas-asas 

hukum yang rellelvan delngan ilsu yang dilhadapil. Pelmahaman akan pandangan-

                                                           

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif ”, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14. 
5 Peter Mahmud Marzuki, (2019), Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 136. 
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pandangan dan dolktriln-dolktriln telrselbut melrupakan sandaran bagil pelnelliltil dalam 

melmbangun suatu argumelntasil hukum dalam melmelcahkan ilsu yang dilhadapil.6 

3. Sumber Data 

a.) Sumber Bahan Hukum Primer 

Data prilmelr adalah ilnfolrmasil yang dilkumpulkan langsung daril sumbelr 

pelrtama yang dapat melmbelrilkan ilnfolrmasil kelpada pelnelliltilan telntang data-

data polkolk yang dilbutuhkan dalam pelnelliltilan. Sumbelr data prilmelr telrdilril 

daril pelrundang-undangan, catatan relsmil atau rilsalah pelngadillan. Putusan-

putusan pelngadillan yang dilgunakan dalam pelnelliltilan ilnil ilalah yang 

belrkailtan delngan ilsu hukum dan tellah melmpunyail kelkuatan yang teltap (iln 

kracht van gelwiljsdel) dalam pelnelliltilan ilnil sumbelr data prilmelr yang 

dilgunakan ilalah salilnan Pelneltapan Pelngadillan Agama Pailnan Nolmolr 

85/Pdt.P/2023/PA.Pn. 

b.) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

      Bahan hukum prilmelr adalah bahan hukum yang melmpunyail silfat autolriltatilf 

yaknil hasill mellaluil tilndakan dan kelgilatan daril lelmbaga belrwelnang iltu. 

Pelrundang-undangan, rilsalah pelmbuatan pelrundang-undangan selrta 

kasus yang melmpelrollelh putusan-putusan ollelh hakilm melrupakan belbelrapa 

bahan hukum prilmelr. 

c.) Sumber Bahan Hukum Tersier 

      Guna melndukung bahan hukum telrsilelr pelnulils akan melnggunakan dan 

melncaril relfelrelnsil daril Kamus Belsar Bahasa Ilndolnelsila (KBBIl) dan relfelrelnsil 

daril Kamus Hukum. Bahan hukum telrsilelr adalah bahan hukum yang 

belrsilfat pelmbantu dan melndukung bahan prilmelr dan selkundelr. 

                                                           

6 Ibid. 
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4. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum 

Telknilk pelngumpulan bahan hukum prilmelr yang dilgunakan pelnulils adalah 

Melnganalilsils kajilan hukum yang tellah dilatur dalam pelraturan undang-undang 

selrta putusan hakilm atas kasus yang diltanganil. Telknilk pelngumpulan bahan 

hukum selkundelr yailtu mellaluil studil kelpustakaaan untuk melncaril pelndapat 

parah ahlil, telolril hukum, dan asas-asas hukum selmelntara untuk telknilk 

pelngumpulan bahan hukum telrsilelr adalah delngan melmpelrollelh bahan daril 

Kamus Belsar Bahasa Ilndolnelsila dan Kamus Hukum. 

5. Teknik Analisis bahan hukum 

Analilsa bahan hukum dilpelrollelh daril pelnulils atau ahlil dalam bildang yang 

belrhubungan delngan pelnelliltilan. Untuk melmudahkan dalam mellakukan 

pelnelliltilan, bahan hukum akan dilkumpulkan dan dilpelrilksa kellelngkapannya. Daril 

pelrollelhan hasill bahan hukum yang diltelliltil akan dillakukan pelmbahasan selcara 

delskrilptilf dan analiltils. Delskrilptilf adalah  hasill daril pelnelliltilan selcara melnyelluruh 

delngan melmpelrhatilkan silstelmatilka dan fakta telrhadap suatu pelrmasalahan 

yang dilbahas. Analiltils melrupakan suatu prolsels delngan celrmat untuk 

melngeltahuil tujuan pelnelliltilan dillakukan selrta melnjawab rumusan masalah pada 

pelnelliltilan pelnulils. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ilnil melmuat urailan telrkailt latar bellakang, rumusan masalah, tujuan 

pelnelliltilan, manfaat pelnelliltilan, meltoldel pelnelliltilan yang dilgunakan, selrta 

silstelmatilka pelnulilsan  

BAB II : Tinjauan Pustaka  
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Bab ilnil akan melnjellaskan selcara deltaill landasan telolril telrkailt delngan tolpilk utama 

pelnelliltilan ilnil, telrmasuk pelnjellasan melndalam telntang ANALIlSIlS YURIlDIlS 

PUTUSAN NOlMOlR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn TElNTANG PElRTIlMBANGAN HAKIlM 

MElNOlLAK PERMOHONAN DIlSPElNSASIl KAWIlN 

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

Bab ilnil akan melmbahas pelrtilmbangan hukum, akilbat hukum selrta dasar hukum 

yang dilgunakan hakilm, telrkailt ANALIlSIlS YURIlDIlS PUTUSAN NOlMOlR 

85/Pdt.P/2023/PA.Pn TElNTANG PElRTIlMBANGAN HAKIlM MElNOlLAK PERMOHONAN 

DIlSPElNSASIl KAWIlN 

BAB IV : Penutup  

Bab ilnil melrupakan bab telrakhilr yang belrfungsil selbagail pelnutup, yang melncakup 

kelsilmpulan dan saran pelnulils yang dilpelrollelh daril hasill pelnelliltilan ilni.  
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pelrtilmbangan hukum hakilm dalam pelnollakan pelrmolholnan dilspelnsasil kawiln 

dillandaskan pelrtilmbanagan kelbailkan dan melnollak kelrusakan dalam 

masyarakat selrta upaya melncelgah kelmudaratan, Kelpastilan Hukum yailtu agar 

telrcilptanya suasana yang aman dan telntram dalam masyarakat, dan 

Pelrlilndungan dan kelpelntilngan telrbailk bagil anak, dilkarelnakan anak para 

pelmolholn masilh bellum cukup umur yang saat ilnil baru belrumur 18 tahun 4 

bulan. Kolndilsil anak para pelmolholn dilnillail bellum melmillilkil kelsilapan melntal dan 

filsilk melnyelbabkan majellils hakilm melnillail anak pelmolholn dan caloln suamil 

bellum silap mellangsungkan pelrkawilnan selpelrtil rilsilkol pelrkawilnan yang akan 

dillakukan dan dampaknya telrhadap anak dalam masalah pelndildilkan dil 

antaranya tildak belrlanjutnya pelndildilkan bagil anak, masalah kelselhatan dil 

antaranya bellum silapnya olrgan relprolduksil anak, kelmungkilnan anak yang 

dillahilrkan melngalamil gangguan pelrtumbuhan dan pelrkelmbangan anak akilbat 

kelkurangan gilzil krolnils dan ilnfelksil belrulang, yang diltandail delngan panjang 

atau tilnggil badannya belrada dil bawah standar (stuntilng), masalah psilkollolgils, 

solsilal, budaya, elkolnolmil, poltelnsil pelrsellilsilhan dan kelkelrasan dalam rumah 

tangga. Majellils hakilm melnillail anak pelmolholn pelrlu melndapatkan 

pelrlilndungan hak anak salah satunya pelrlilndungan untuk telrhilndar daril 

pelrkawilnan dil bawah umur. Pelrtilmbangan hakilm telrhadap 2 saksil telrhadap 

kelhamillan anak dapat dilbuktilkan delngan keltelrangan saksil 1 dan saksil 2 Para 

Pelmolholn yang keltelrangan telrselbut belrselsuailan dan 
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2. belrkailtan selrta belrhubungan antara satu delngan yang lailn dan selsuail delngan 

surat 

3. keltelrangan daril Dilnas Solsilal Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan Anak selhilngga 

majellils hakilm melnollak pelrkawilnan dilnil telrselbut, karelna tildak selsuail delngan 

keltelntuan kelsilapan usila anak pada Pasal 7 Undang Undang Nolmolr 16 Tahun 

2019 Telntang Pelrkawilnan.  

4. Akilbat hukum pelnollakan pelrmolholnan dilspelnsasil kawiln selbagail colntolh pada 

pelngadilla Agama Pailnan Nolmolr 85/Pdt.p/2023/PA.Pn. melnyelbabkan anak 

pelmolholn tildak dapat mellangsungkan pelrkawilnan karelna telrdapat banyak 

dampak nelgatilf bagil anak para pelmolholn selpelrtil masalah psilkollolgil, kelselhatan 

elkolnolmil, kellangsungan pelrnilkahan, dan lailn-lailn selrta tildak dapat 

dilcacatatkan dil Kantolr Urusan Agama (KUA) karelna KUA hanya dapat 

mellangsungkan pelrkawilnan belrdasarkan adanya putusan pelneltapan hakilm 

pelngadillan agama dalam melnelrilma dan melmbelrilkan ilziln pelrmolholnan 

dilspelnsasil kawiln.  

5. Alasan hakilm melnollak pelrmolholnan dilspelnsasil kawiln selsuail delngan prilnsilp-

prilnsilp pelrkawilnan melnurut hukum pelrdata Ilslam karelna hakilm melnilmbang 

bahwasannya mellanggar syaril’at Ilslam dan mellanggar nolrma-nolrma agama 

dan nolrma kelsusillaan yang belrlaku dil masyarakat delngan mellakukan zilna 

sampail hamill dil luar nilkah harus dilbasmil delngan selgala upaya yang polsiltilf 

dan kolnstiltusilolnal selrta Hakilm belrpelndapat anak para Pelmolholn, saat ilni l 

masilh belrusila 18 tahun 4 bulan (bellum belrumur 19 tahun) dilkarelnakan 

dilpandang bellum cukup mampu untuk belrtanggung jawab selbagail selolrang 

ilstril dan belrpoltelnsil kelmungkilnan kelkelrasan dalam rumah tangga akilbat 

keltildak matangan melntal.  
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B. Saran 

1. Pelrlu adanya kelpastilan hukum bagil pelrkawilnan anak dil bawah umur, karelna 

melskilpun Undang-Undang Pelrkawilnan melngatur batasan usila pelrkawilnan 

namun juga melngatur kellolnggaran atas pellanggaran batasan usila telrselbut 

yang melnyelbabkan ambilguiltas telrkailt kelbollelhan atau larangan telrhadap 

pelrkawilnan dilnil. 

2. Dalam melngabulkan maupun melnollak pelrmolholnan dilspelnsasil nilkah agar 

kilranya lelbilh telliltil apalagil telrdapat anak para pelmolholn yang belrkolndilsil hamill 

dilluar nilkah supaya melnjadil kajilan bagil kasus-kasus selrupa melngelnail 

dilspelnsasil nilkah. 

3. Bagil olrang tua selharusnya melmbelrilkan pelndildilkan telntang molral, eltilka 

telrutama pelndildilkan telntang Agama kelpada anaknya-anaknya dan olrang tua 

selharusnya mellakukan pelngawasan dan pelrhatilan yang lelbilh kelpada anaknya 

agar tildak salah pelrgaualan yang melnyelbabkan pelrbuatan zilna.  
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